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PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Clg
‘/@E«h"/ e /-’./'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Cilegon, 15 Mei 1993, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XxxxXxX, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Tempat Kediaman Di XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Padeglang, 05 Agustus 1991, agama
Islam, pekerjaan Xxxxxx XxXxxx Xxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Semula beralamat Di XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,
Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Secara Jelas
Dan Pasti Alamatnya (ghoib) Sebagaimana Surat
Keterangan Ghaibnomor: 473.2/72/pm-Kesos Yang
Dikeluarkan Oleh Kepala Kelurahan Kubangsari,
XXXXXXXXX XXXXXKKK, XXXK XXXKKKK,  XXXXKKKX  XXXXXX,

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Juli 2019

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan Nomor
373/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
Adapun alasan/dalil-dalil gugatanPenggugat sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan
Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/017/PM.Kesos/2019 yang
dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX
XXXxXX, tertanggal 01 Juli 2019, oleh karena itu mohon untuk berperkara
secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10
Maret 2013 dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,
sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx
tertanggal 11 Maret 2013;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat;
4, Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup
selayaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak, yang bernama: xxx, Perempuan, lahir di Cilegon, 11 Desember
2014;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2017
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang
disebabkan:
5.1. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan memberikan

nafkah hanya sekedarnya;

5.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman
lain yang telah dinikahi oleh Tergugat;

6. Bahwa, oleh karena alasan-alasan sebagaimana poin 5 (lima) di

atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat
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dan Tergugat sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat
buruk. Sehingga puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2019 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak kembali, sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan hingga kini antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami
isteri;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara
bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak
berhasil menemukan Tergugat;

8. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi
suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

9. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan
untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah
sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat
beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cilegon cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (tergugat)

terhadap Penggugat (penggugat);
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3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama
Cilegon Tahun 2019;
Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) tanggal 4 Juli 2019 dan 5 Agustus 2019 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan tambahan keterangan Tergugat telah berbohong dengan mengaku saat
menikah berstatus bujang namun ternyata Tergugat telah mempunyai istri

sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: xxxx, telah
dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen kemudian
diparaf dan diberi kode P.1.;
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2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 11
Maret 2013 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan
dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;
B.
Saksi:
1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terkahir SD,

pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Link. Kubang welut Rt. 02 Rw. 04
Kelurahan Kubangsari XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX , telah
memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Iwan Faisal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang menikah pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di kediaman milik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun
2017 atau semenjak Tergugat mendapatkan pekerjaan, mulai ada
perubahan dari Tergugat, Tergugat mulai sering berbohong dan
ketahuan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kalau Tergugat memiliki
hubungan khususu dengan wanita dari cerita anak Penggugat dan
Tergugat yang waktu itu berusia 4 (empat) tahun, menurut cerita
anak tersebut sering diajak Tergugat ke rumah tante, dan bahkan
pernah juga dimandiin sama tante;
- Bahwa ada pengakuan dari Tergugat kalau Tergugat memiliki
hubungan khusus dengan wanita tersebut;
- Bahwa setelah ketahuan Tergugat berselingkuh, pada kira-kira
bulan Mei 2018 Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin dan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat hingga sekarang tanpa diketahui dimana
keberadaannya dan tidak pernah pula memberikan kabar berita;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran dan nasehat
kepada Penggugat untuk bisa bersabar namun saksi melihat
Penggugat sudah sekian namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 3
(tiga) rumah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang telah dikarunaii 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat biasa saja dan baik, namun saksi mulai mengetahui sudah
tidak rukun lagi dari kepergian Tergugat pada awal tahun 2018 lalu
hingga sekarang;
- Bahwa dari awal tahun 2018 saksi tidak pernah lagi melihat
Tergugat kembali hingga sekarang, dan tidak lagi diketahui dimana
keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada
Penggugat agar bias bersabar namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang
sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga
ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan
haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu
mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

iy ade OIS ol il el Gls slaall

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib
(tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan
sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat
dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses
Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa
dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon
diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan memberikan nafkah

hanya sekedarnya;

b.  Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain
yang telah dinikahi oleh Tergugat;

2. Bahwa selama pisah rumah sejak Mei 2018, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak
memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat
maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah
menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara a quo adalah perkara
perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-
dalil gugatanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat
berdomisili di wilayah hukum Cilegon, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo
pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi

relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat
mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain
bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu
Saksi | dan Saksi Il yang telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah

sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan
sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah
berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian
antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu
telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis
Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sudah sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan memberikan nafkah hanya
sekedarnya, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman
lain ;

2. Bahwa selama pisah rumah sejak bulan Mei 2014 yang lalu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, dan Tergugat
tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat maupun anak,
tidak pernah lagi memberikan kabar dan juga tidak diketahui
keberadaannya;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat
menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling
percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri
yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada
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puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah

tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi
perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga
tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat
menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga
kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari
perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah
jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban
penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk
tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan
(mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik
maslahah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah
figih yang berbunyi:

£ )3 awwliall pio wals iz glaoll

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kemaslahatan.”,
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Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim
sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam
Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 249 :

Logllol Hu &l plgy azo glaiwy Y L o zoill Luol azg il weosl 15l
ol e 3l aisl asll o lall lgallny 3uzg el Guolll o wllas Ol L jo=u
Login Yl e ey
Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan
perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga
menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut
untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak
satu ba'in “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan,
dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal
84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nlkah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk
berperkara secara Cuma-Cuma, dan berdasarkan permohonan tersebut
Pengadilan Agama Cilegon telah mengeluarkan Penetapan Layanan
Pembebasan Biaya Perkara Nomor W27-A6/635/HK.05/VI/2019 tertanggal 02
Juli 2019, untuk itu segala biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan
Agama Cilegon tahun 2019;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang

berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat
(xxx);
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon
Tahun anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1441 Hijriah, oleh kami Ana Faizah,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.HI
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H. Ana Faizah, S.H.
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Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.HI

Perincian biaya :
Rp0,00

Pendaftaran
Proses Rp75.000,00
Panggilan Rp169.000,00

Redaksi Rp0,00
Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp250.000,00
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

abrwpoR
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